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Teman-teman, sudah pada tau kan ada Daerah Otonomi Baru
(DOB)? Nah, saat ini terdapat 3 DOB yang  sudah resmi
dibentuk, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah,
dan Provinsi Papua Pegunungan.

Pendirian DOB ini masing-masing diatur dalam:
-UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Selatan;
-UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Tengah; dan
-UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Pegunungan.

DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru,
Puan: Jaminan Hak Rakyat Papua
dalam Pemerataan
Pembangunan

WWW.DPR.GO.ID



Pada tanggal 11 November 2022 lalu, Menteri Dalam Negeri juga
sudah melantik tiga penjabat gubernur DOB tersebut, lho...

Bahkan,  pada tanggal 17 November 2022 kemarin,
DOB bertambah satu lagi, dengan disahkannya
Undang-Undang pembentukan Provinsi Papua Barat
Daya.



Pendirian DOB ini memiliki konsekuensi pada kepemiluan kita
terutama pada pelaksanaan teknis Pemilu 2024, lho!

Untuk mengakomodasi perubahan tersebut, perubahan aturan
kepemiluan sedang dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU No 7 Tahun
2017 tentang Pemilu. Usulan Perppu dikeluarkan karena revisi
UU Pemilu dikuatirkan akan membutuhkan waktu yang lama.
Padahal, tahapan pemilu 2024 sudah mulai berjalan sejak Juni
2022.

Hal ini berkaitan dengan masuknya DOB dalam desain Pemilu
2024, sehingga diperlukan landasan aturan baru yang mencakup
DOB di dalamnya.

Dampak DOB pada Pemilu 2024



Nah, salah satunya mengenai jumlah

dapil dan alokasi kursi DPR RI yang

sudah diatur pada UU No. 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum.

Artinya, dengan adanya DOB, perlu

dilakukan perubahan jumlah dapil dan

alokasi kursi terutama berkaitan dengan

pemilu yang akan dilaksanakan pada

tahun 2024.

Dampak DOB pada Pemilu 2024



Pada UU Pemilu, penyelenggaraan pemilu hanya mencakup 34
provinsi saja. Jadi, dengan adanya DOB, desain pemilu 2024
harus berubah. 

Pertama, dengan masuknya DOB sebagai peserta pemilu 2024,

maka akan mempengaruhi alokasi kursi di DPR RI terutama
mewakili provinsi baru yang sudah disahkan. UU Pemilu 2017
hanya mengatur alokasi kursi DPR RI sebanyak 575 kursi. 

Tentu,  masuknya DOB sebagai daerah penyelenggaraan pemilu,
akan berdampak pada alokasi ulang kursi legislatif baik di tingkat
pusat maupun daerah. Tiap provinsi baru bisa mendapatkan
setidaknya tiga kursi berdasarkan aturan yang berlaku. Artinya,
akan ada minimal 18 kursi DPR RI di pulau Papua dengan
bertambahnya DOB.

Perubahan Desain Pemilu 2024



Kedua, akan ada perubahan komposisi dapil di Pulau Papua

yang mencakup 4 DOB, terutama dapil pemilihan legislatif
pusat. Selain itu, perubahan komposisi dapil di tingkat daerah
masing-masing DOB juga akan terjadi.

Ketiga, terdapat tambahan penyelenggara pemilu dengan

masuknya 4 DOB sebagai daerah peserta pemilu pada pemilu
2024. Akan ada penambahan jumlah penyelenggara pemilu
terutama di tingkat provinsi dan kabupaten di 4 DOB, agar bisa
menjalankan tahapan pemilu yang sudah ditetapkan
sebelumnya.

Perubahan Desain Pemilu 2024



Saat ini draft Perppu sedang disiapkan. Tau kan, penyusunan

Perppu merupakan kewenangan penuh Presiden. Partisipasi

masyarakat harus dibuka dalam penyusunan Perppu untuk

mengakomodasi perubahan dalam kepemiluan sebagai

konsekuensi adanya DOB. 

Perubahan-perubahan kepemiluan harus tetap kita kawal

bersama agar menghasilkan pemilu yang demokratis, partisipatif,

adil dan setara.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ___ TAHUN ___



TENTANG _______________
____________________________

Yuk, kita kawal terus!!!

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ___ TAHUN ___




TENTANG _______________

____________________________

ATURAN PEMERINTAH PENGGANTI

DANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ___ TAHUN ___




G
______________

____________
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